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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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P U T U S A N

Nomor 1663/Pdt.G/2024/PA.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bakungan, 09 Desember 1995, agama

Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan

SLTA,  tempat  kediaman  di  Jalan

XXXXXXXXXX,  Provinsi  Kalimantan  Timur,

dalam  hal  ini  memberikan  kuasa  kepada

Muhamad Nafis Qurthubi, S.H.I, Advokat yang

berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Rt. 14,

Kelurahan  Temindung  Permai,  Kecamatan

Sungai  Pinang,  Kota  Samarinda,  Provinsi

Kalimantan  Timur  berdasarkan  surat  kuasa

khusus tanggal  7 Oktober 2024 yang terdaftar

di  Pengadilan  Agama  Samarinda  Nomor

634/SK-KS/X/2024/PA.Smd tanggal  8  Oktober

2024, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Muara Ancalong, 15 Mei 1994, agama

Islam,  pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,

pendidikan  SD,  tempat  kediaman  Jalan

XXXXXXXXXX,  Kota  Samarinda,  Provinsi

Kalimantan Timur, sebagai  Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; 
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Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  08 Oktober

2024 yang terdaftar di Kepaniteraan  Pengadilan Agama Samarinda pada hari

itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  1663/Pdt.G/2024/PA.Smd,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.  Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah

pada tanggal 01 Januari 2020, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Loa  Janan,  Kabupaten  Kutai

Kartanegara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :

XXXXXXXXXX, tanggal 02 Januari 2020;  

2.  Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon

bertempat tinggal di rumah sewaan di jalan XXXXXXXXXX, Kabupaten

Kutai  Kartanegara  selama  1  tahun,  kemudian  berpindah-pindah  dan

terakhir di tempat orangtua Termohon  di jalan XXXXXXXXXX selama 7

bulan;  

3.  Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon

telah dikaruniai  1  (satu)  orang anak bernama XXXXXXXXXX,  lahir  di

Tenggarong tanggal 14 April 2023 dan anak tersebut sekarang berada

dalam asuhan Termohon;  

4.  Bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 ketentraman rumah tangga

Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan

Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;  

5.  Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut

dikarenakan  Termohon  tidak  bisa  menghargai  dan  mensyukuri

penghasilan yang didapat Pemohon karena Termohon selalu mengeluh

dan merasa kurang dengan apa yang telah diberikan oleh Pemohon,

meskipun Pemohon sudah berupaya secara maksimal bekerja mencari

nafkah  dan  hasil  dari  pekerjaan  tersebut  langsung  Pemohon berikan

semuanya  kepada  Termohon  sebesar  Rp.  6.000.000/bulan,  sehingga

Termohon yang mengelola segala pengeluaran rumah tangga, namun

Termohon  tetap  selalu  mengeluh  dan  merasa  kurang,  kemudian
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Tergugat juga berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan

izin Penggugat dan perbuatan hutang tersebut dilakukan Tergugat untuk

tujuan dan alasan usaha kosmetik, namun Pemohon tidak mengetahui

hasil  dari  usaha  Termohon  tersebut.  Hal  tersebut  Pemohon  ketahui

karena ada beberapa orang yang datang ke tempat kediaman bersama

untuk  menagih  hutang-hutang  Termohon,  akhirnya  Pemohon  yang

membayar hutang-hutang Termohon;  

6.  Bahwa  Pemohon  sudah  berusaha  bersabar  dan  menasehati

Termohon,  namun  Termohon  tidak  menunjukkan  i'tikad  baik  untuk

berubah;  

7.  Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2024, yang

akibatnya Pemohon meninggalkan rumah orangtua Termohon dan sejak

saat  itu  antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul  lagi

layaknya pasangan suami istri yang sah;  

8.  Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya

bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon

mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;  

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon

kepada Bapak Ketua  Pengadilan Agama Samarinda cq.  Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

PRIMER

1.  Mengabulkan permohonan Pemohon;  

2.  Memberi  izin  kepada  Pemohon,  XXXXXXXXXX  untuk

menjatuhkan  talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon,  XXXXXXXXXX  di

depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;  

3.  Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku. 

SUBSIDER 

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya. 
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Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa  upaya  perdamaian  dan  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  permohonan

Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena  Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah

hadir  di  persidangan,  maka  jawaban  Termohon atas  permohonan  Pemohon

tidak dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor   Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 02

Januari  2020,  atas  nama  Pemohon  dan  Termohon  yang  dicatat  dan

dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan

Timur.  Bukti  surat  tersebut  telah  cocok  dan  sesuai  aslinya,  bermeterai

cukup, telah dicap pos (nazegelin), dan diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi  1,   XXXXXXXXXX, umur  49  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Ibu

Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kutai

Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur di bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut:

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

adalah ibu kandung Pemohon; 

 Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2020 dan telah

dikaruniai seorang anak;
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 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal  di   di

rumah  sewaan  di  jalan  XXXXXXXXXX,  Kabupaten  Kutai

Kartanegara  selama  1  tahun,  kemudian  berpindah-pindah  dan

terakhir  di  tempat  orang  tua  Termohon  di  jalan  XXXXXXXXXX

selama 7 bulan;  

 Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

dalam keadaan rukun dan harmonis,  namun akhir-akhir  ini  rumah

tangga  Pemohon  dan  Termohon  sudah  mulai  tidak  rukun  sering

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  Termohon

tidak mensyukuri pengasilan Pemohon, meskipun Pemohon telaah

memberikan semua hasil yang didapatnya;  

 Bahwa pada puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2024

Pemohon  dan  Termohon  telah  berpisah  tempat  tinggal  sampai

sekarang;  

 Bahwa  pihak  keluarga  Pemohon  dan  Termohon  telah

mengupayakan  perdamaian  melalui  musyawarah,  namun  tidak

berhasil;

Saksi  2,   XXXXXXXXXX, umur  26  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan

Wiraswasta,  tempat  kediaman di  Jalan  XXXXXXXXXX,  Kabupaten Kutai

Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur di bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut:

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

adalah saudara kandung Pemohon; 

 Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2020 dan telah

dikaruniai seorang anak;

 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal  di   di

rumah  sewaan  di  jalan  XXXXXXXXXX,  Kabupaten  Kutai

Kartanegara  selama  1  tahun,  kemudian  berpindah-pindah  dan

terakhir  di  tempat  orang  tua  Termohon  di  jalan  XXXXXXXXXX

selama 7 bulan;  

 Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

dalam keadaan rukun dan harmonis,  namun akhir-akhir  ini  rumah
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tangga  Pemohon  dan  Termohon  sudah  mulai  tidak  rukun  sering

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  Termohon

tidak mensyukuri pengasilan Pemohon, meskipun Pemohon telaah

memberikan semua hasil yang didapatnya;  

 Bahwa pada puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2024

Pemohon  dan  Termohon  telah  berpisah  tempat  tinggal  sampai

sekarang;  

 Bahwa  pihak  keluarga  Pemohon  dan  Termohon  telah

mengupayakan  perdamaian  melalui  musyawarah,  namun  tidak

berhasil;

Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Pemohon  menyatakan

menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Pemohon menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Kuasa Pemohon 

Menimbang,  bahwa  terlebih  dahulu  majelis  hakim  akan

mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon

serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan  berikut :

Menimbang,  bahwa  Pemohon  telah  menguasakan  kepada   kepada

Muhamad  Nafis  Qurthubi,  S.H.I,  Advokat  yang  berkantor  di  Jalan  Jenderal

Ahmad Yani Rt. 14, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang,

Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal  7 Oktober 2024 yang terdaftar di Pengadilan Agama Samarinda Nomor

634/SK-KS/X/2024/PA.Smd tanggal 8 Oktober 2024,
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Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon  yang bernama Muhamad

Nafis  Qurthubi,  S.H.I,  masih  aktif  dan  telah  disumpah  di  sidang  terbuka

Pengadilan Tinggi Samarinda berdasarkan kartu tanda pengenal advokat yang

masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dimiliki dan telah

diperlihatkan di muka persidangan (vide Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang

18 Tahun 2003 tentang Advokat);

Menimbang,  bahwa  surat  kuasa  khusus  bertanggal  7  Oktober  2024

yang dibuat oleh Pemohon dan diberikan kepada penerima kuasa Muhamad

Nafis  Qurthubi,  S.H.I,  ternyata  surat  kuasa  tersebut  telah  memenuhi  unsur

kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara cerai gugat di Pengadilan

Agama Samarinda dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi

dari materi  kuasa yang diberikan, sehingga surat kuasa khusus  tersebut telah

memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa khusus, maka dapat diterima

oleh Majelis Hakim, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 147 R.Bg, Kuasa

hukum Pemohon memiliki  legal standing dan dapat bertindak untuk mewakili

kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang,  bahwa  Pemohon/kuasanya  telah  dipanggil  secara  resmi

dan patut melalui  relaas panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg jo

26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  atas  panggilan  tersebut

kuasa Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang,  bahwa Termohon telah  dipanggil  secara resmi  dan patut

sesuai dengan Pasal 145 R.Bg.  jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang  Perkawinan,  ternyata  Termohon  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk  menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

Nomor 1663/Pdt.G/2024/PA.Smd  yang dibacakan di persidangan, Termohon

telah dipangil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh  suatu alasan yang sah, oleh

karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka permohonan
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tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek, hal

demikian juga telah sesuai dengan dalil syar’i dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz

II hal 405  yang diambil alih oleh Majelis Hakim, sebagai berikut; 

Artinya : "Barang  siapa  yang  dipanggil  untuk  menghadap  Hakim  Islam,

kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan

gugurlah haknya";

Menimbang,  bahwa berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg,

tersebut  juga  mengatur,  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Termohon

dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hukum dan beralasan;

Upaya Penasihatan Majelis Hakim

Menimbang,  bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009  tentang  Pradilan  Agama  jo.  Pasal  31  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon

agar dapat sabar dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Pemohon

tetap pada permohonannya untuk bercerai; 

Mediasi Tidak Dilaksanakan

Menimbang,  bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu

hadir  sedangkan  Termohon  tidak  pernah  hadir,  maka  upaya  mediasi

sebagaimana  ketentuan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia

Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  tidak  dapat

dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan

Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sejak awal perkawinan

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus,  dan  tidak  ada

harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga karena Termohon tidak

mensyukuri  penghasilan  Pemohon,  sehingga  sejak   bulan  Januari   2024,
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Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah

9 bulan;

Analisis Pembuktian  

Menimbang,  bahwa   meskipun   diperiksa  tanpa  hadirnya  Termohon,

namun  perkara  ini  menyangkut  bidang  perkawinan  dan  untuk  menghindari

terjadinya penyeludupan hukum, dan lagi pula perceraian  merupakan suatu

proses  yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan  sementara,

maka berlaku ketentuan khusus (lex specialis) yakni  Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

HUkum Islam yang mengatur perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta

Nikah  yang  dibuat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah   dan  Pasal  22  ayat  (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo.  Pasal  134 Kompilasi  Hukum

Islam yang mengatur Pengadilan atau Majelis Hakim pemeriksa perkara telah

mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan

Termohon,  maka  Pemohon  tetap  dibebankan  bukti-bukti  untuk  meneguhkan

kebenaran dali-dalil permohonannya;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  untuk  membuktikan  dalil-dalinya  telah

mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang,bahwa bukti P merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan

sesuai aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata ,

dan telah  bermeterai  cukup serta  bercap  pos  (nazegelen)  sesuai  ketentuan

Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal bukti surat dan

patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  bukti  P  (fotocopi  Kutipan  Akta  Nikah)  selain

memenuhi  syarat  formil  juga memenuhi  syarat  materiil  sebagai  akta otentik,

oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

sesuai  Pasal  285  R.Bg  jo.  Pasal  1870  KUH  Perdata,  membuktikan  bahwa

Pemohon  dan  Termohon  telah  melangsungkan  akad  nikah  secara  resmi

tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 1 Januari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam

perkara  a quo adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
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1974 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal

116  huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo.  Pasal  134 Kompilasi  Hukum

Islam  Majelis Hakim perlu  mendengar keterangan dari pihak keluarga serta

orang-orang terdekat dari pihak Pemohon dan atau Termohon sebagais saksi

dalam perkara a quo;

 Menimbang,  bahwa  saksi  1  (XXXXXXXXXX)  dan  saksi  2

(XXXXXXXXXX), yang dihadirkan Pemohon bukan orang yang di bawah umur

dan  bukan  pula  orang  yang  terganggu  ingatannya  dan  keterangan  yang

disampaikan  di  bawah  sumpah,  maka  kedua  orang  saksi  tersebut  telah

memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg jo. Pasal 1909 KUH

Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi

sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal

tersebut  diperbolehkan dalam perkara  perceraian  sebagai  lex  specialist  dari

aturan umum. sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis

Hakim berpendapat  saksi-saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  saksi

sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi

2  Pemohon telah  memberikan  keterangan  mengenai  apa  yang  ia  lihat  dan

dengar sendiri  dan saling bersesuaian satu sama lain  serta  relevan dengan

perkara  a qua, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat

materiil  yang  diatur  dalam Pasal  308  dan  Pasal  309  R.Bg  sehingga  dapat

diterima dan dipercaya kebenarannya,  sehingga membuktikan bahwa antara

Pemohon  dan  Termohon  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus

menerus,  dan  tidak  ada  harapan   akan  hidup  rukun  kembali  dalam rumah

tangga  sejak  awal  perkawinan,  hingga  puncaknya  terjadi  bulan  Maret  2024

yang  mengakibatkan  pisah  tempat  tinggal  antara  Pemohon  dan  Termohon

sampai sekarang sudah berjalan 7 bulan; 

Fakta Hukum  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  analisis  bukti-bukti  Pemohon

ditemukan fakta hukum sebagai berikut:
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1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak

tanggal 1 Januari 2020, dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak;

2. Bahwa sejak awal perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mensyukui

penghasilan Pemohon;

3.  Bahwa sejak bulan Januari 2024 antara Pemohon dengan Termohon telah

berpisah  tempat  tinggal  sampai  sekarang  dan  selama  berpisah  antara

keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;

4.  Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian  oleh

pihak hak keluarga, namun tidak berhasil;   

Petitum Perceraian

       Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di  atas Majelis

Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

       Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka

ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan

inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

       Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon

untuk  berdamai  (rukun  kembali)  dengan  Termohon  selama  dalam  proses

persidangan,  merupakan fakta  kongkrit  yang menunjukkan bahwa hubungan

antara  Pemohon  dengan  Termohon  sudah  sampai  pada  tingkat  pecahnya

perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3

Tahun  2018  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar

Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A

angka 1);

       Menimbang, bahwa  rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit

untuk  dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan

membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi

bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga

yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah,  sebagaimana  yang  diamanatkan  al-

Qur’an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
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       Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap

dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan

kewajibannya  masing-masing  sebagaimana tersebut dalam

Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

       Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim sependapat  dengan Yurisprudensi

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret

1997  yang  mengandung  abstraksi  hukum  suami  istri  yang  tidak  berdiam

serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga

tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal

19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukan ketentuan Hukum Islam

di dalam Kitab  At-Tolak Fi  Syari'atil  Islamiyah Wal Qanun  halaman 40 yang

selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut;

Artinya: "Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat

untuk  melepaskan  ikatan  perkawinan,  ketika  terjadi  pertentangan

akhlak  dan  timbulnya  rasa  benci  di  antara  suami-istri  yang

mengakibatkan  tidak  adanya  kesanggupan  untuk  menegakkan

hukum-hukum Allah SWT";

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

Artinya: "Menolak  kesusahan  (madlarat)  itu  harus  didahulukan  (diutamakan)

daripada mengambil kemaslahatan";

         Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis

Hakim  berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah

pecah  (break down marriage)  dengan demikian rumah tangga Pemohon dan

Termohon sudah  tidak  mungkin untuk  dipersatukan lagi karena telah terjadi

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1663/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus dan tidak ada harapan akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah

memenuhi  ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

jo. Pasal 19 huruf  f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116

huruf f Kompilasi Hukum Islam;

        Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

       Menimbang,  bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah

bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan  belum  pernah

bercerai. Oleh karena itu talak  Pemohon terhadap Termohon   yang ijatuhkan

oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan

Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak satu adalah talak  raj’i  dimana suami

dapat rujuk selama istri dalam masa iddah;

       Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena

perceraian dan ba’da dukhul, maka bagi Termohon berlaku masa iddah

berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum

Islam,  masa  iddah  yang  dimaksud  ditetapkan  3  kali  suci  atau

sekurangkurangnya 90 hari;

Biaya perkara

       Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini  dibebankan kepada

Pemohon;

       Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i

yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1663/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi  izin  kepada  Pemohon   (XXXXXXXXXX) untuk

menjatuhkan  talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon,  (XXXXXXXXXX)  di

depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;    

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp187.

000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Penutup

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Samarinda  pada  hari  Kamis   tanggal  31  Oktober   2024   Masehi

bertepatan  dengan  tanggal  27  Rabiulakhir  1446  Hijriah  oleh  Drs.  H.

Taufikurrahman,  M.Ag. sebagai  Ketua  Majelis,  Drs.  H.  Abdul  Manaf  dan

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan  tersebut  diucapkan  pada  hari  itu  juga  dalam sidang  terbuka  untuk

umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi

oleh  Baihaqi,  S.H.,M.H,  sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh

kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;.

Hakim Anggota 

Drs. H. Abdul Manaf

Hakim Anggota 

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Panitera Pengganti,
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Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 75.000,00

-  Panggilan : Rp 32.000,00

-  PNBP : Rp 30.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
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